
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam pelaksanaan fungsi pramediasi, tahapan yang dilakukan 

oleh Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat yaitu membangun 

kepercayaan diantara para pihak, mengidentifikasi fakta dan 

pembatasan persoalan, mengidentifikasi alternatif pemecahan, 

menegosiasikan berbagai persoalan para pihak dan pengambilan 

keputusan atas negosiasi serta klarifikasi terhadap penyelesaian 

sengketa 

2. Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat telah melaksanakan 

fungsi mediasi dengan baik tetapi karena ada keterbatasan 

kewenangan yang dimiliki dan minimnya alokasi anggaran 

membuat Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat masih belum 

efektif dalam menyelesaikan kasus – kasus yang terindikasi 

terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. 

B. Saran 

1. Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam menyelesaikan 

kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat yang terindikasi 

pelanggaran hak asasi manusia, masih ada dalam pramediasinya 

hanya melalui surat menyurat, bukan mempertemukan kedua 



 

 

belah pihak. Untuk itu disarankan kepada Komnas HAM 

Perwakilan Sumatera Barat agar tetap melaksanakan pramediasi 

dengan mempertemukan kedua belah pihak. 

2. Kewenangan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam 

menyelesaikan kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat 

yang terindikasi pelanggaran hak asasi manusia hanya bersifat 

Pramediasi, sedangkan mediasinya dilakukan oleh Komnas HAM 

Republik Indonesia di Jakarta, hal ini membuat tidak efektifnya 

pelaksanaan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi 

manusia. Untuk itu disarankan Surat Keputusan Ketua Komnas 

HAM RI dapat dilakukan revisi atau penyempurnaan sehingga 

Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat memiliki kewenangan 

penuh dalam memediasi. 

3. Seharusnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tidak saja 

mengeluarkan rekomendasi, namun seharusnya 

mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat terhadap 

pihak-pihak yang bersengketa atau yang terindikasi 

terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. 

 


